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Penunjang Urusan 
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Tersedianya 

Dokumen 

Perencanaan,

Penggangaran dan 

Evaluasi kinerja 

Perangkat

Daerah Yang 

tersusun 

Meningkatnya 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan PD

Terlaksananya 

fasilitasi layanan 

kepegawaian sesuai 

kebutuhan

Terlaksananya 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Terlaksananya 

pengadaan barang 

milik daerah sesuai 

RKBMD

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya 

pemeliharaan 

barang milik daerah

Persentase 

ketercapaian  

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, 

evaluasi Perangkat 

Daerah

Persentase 

Ketercapaian 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase 

Ketercapaian 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase 

Ketercapaian 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Persentase 

ketercapaian 

pengadaan barang 

milik daerah sesuai 

RKBMD

Persentase 

ketercapaian 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Barang 

Milik Daerah yang 

terpelihara

IK : NILAI SAKIP KOTA

SASARAN 6 RPD 2024-2026 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO : MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

IK : INDEKS PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

IK : Tersedianya buku profil daerah

IK : Persentase Diseminasi dan Layanan 

Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai 

Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan 

SOP Yang Ditetapkan

IK :  Persentase Perangkat Daerah Yang 

Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai 

Standar

IK : Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik 

dan Layanan Administrasi Pemerintah) Yang 

Memanfaatkan Sertifikat Elektronik

IK : Persentase Sistem Elektronik Yang Telah 

Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang 

Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen 

Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi 

Persandian dibanding jumlah sistem elektronik 

yang ada pada pemerintah daerah

IK : Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah 

Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan 

Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan 

Strategis Yang harus Diamankan

Terhimpunya Data Statistik Sektoral

Sektoral

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi 

Publik Sesuai Standar

Meningkatnya Jumlah Sub Domain yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah

Meningkatnya Pengelolaan                           E-

Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Meningkatnya keamanan informasi dan 

jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/ 

Kota

Meningkatnya Pola Hubungan Komunikasi 

Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota

IK : Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam 

Angka"

IK : Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat 

Daerah

IK : Ketersediaan Buku "PDRB Kota 

Sawahlunto"

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang 

Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 

Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kab/Kota

Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup 

Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan 

Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 

Kab/Kota

Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya  Ketersediaan Informasi Data 

Statistik Daerah

Meningkatnya Penguatan Tata Kelola 

Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi

IK : Persentase Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan lancar dan tertib 

IK : Tersedianya Sistem Dan Data Statistik Yang 

Terintegrasi IK :Persentase Masyarakat Yang Menjadi 

Sasaran Penyebaran Informasi Publik, 

mengetahui kebijakan dan program prioritas 

pemerintah dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota

IK : Persentase Layanan Publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi

IK : Persentase Titik Yang Diamankan Dibandingkan Dengan Seluruh Titik Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) Yang Ditetapkan

IK : Nilai SAKIP Dinas Kominfo

IK : Persentase Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang menggunakan data statistik dalam 

menyusun perencanaan pembangunan daerah

IK : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo IK : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

IK : Persentase Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang menggunakan data statistik dalam 

melakukan evaluasi perencanaan pembangunan 

daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 

SEKTORAL

PROGRAM  INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

SASARAN 1.1 SASARAN 1.2 SASARAN 2.1 SASARAN 2.2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (Perangkat 

Daerah) Dinas Kominfo
Meningkatnya Kredibilitas Data Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Pengamanan Sistem Informasi

TUJUAN 1 TUJUAN 2

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Berkualitas

Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan 

Berbasis Teknologi Informasi

IK : Nilai SAKIP
IK : Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024-2026

TUJUAN 4 RPD 2024-2026 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF

IK : INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN 1 RPD 2024-2026 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS



Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Kegiatan 

Administrasi Umum  

Perangkat Daerah

Kegiatan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Sub Kegiatan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan 

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta 

Atribut 

Kelengkapannya

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Sub Kegiatan 

Peningkatan Peran 

Statistik Sektoral 

terhadap Sistem 

Statistik Nasional

Sub Kegiatan 

Perumusan  

Kebijakan  Teknis  

Bidang  Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Sub Kegiatan 

Penguatan  Kapasitas  

Sumber  Daya  

Komunikasi Publik

Sub Kegiatan 

Penatalaksanaan dan  

Pengawasan  Nama 

Domain dan Sub 

Domain dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Sistem Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan 

Penatalaksanaan dan 

Pengawasan                              

E-government dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 

Koordinasi  dan  

Sinkronisasi  Sistem  

Keamanan Informasi

Sub Kegiatan 

Penetapan Kebijakan 

Tata Kelola 

Keamanan Informasi 

dan Jaring 

Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Analisis 

Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji 

dan Tunjangan ASN

Tersedianya 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapan sesuai 

ketentuan

Tersedianya 

Komponen               

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Sesuai Kebutuhan

Tersedianya 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Terlaksananya 

Pemeliharaan, 

pembayaran Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Meningkatnya Peran 

Statistik Sektoral 

terhadap Sistem 

Statistik Nasional

Terlaksananya 

Perumusan Kebijakan 

Teknis Bidang 

Informasi dan 

Komunikasi Publik

Terlaksananya 

Penguatan  Kapasitas 

Sumber Daya 

Komunikasi Publik

Terlaksananya 

Penatalaksanaan dan 

Pengawasan Nama 

Domain dan Sub 

Domain dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Sistem Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 

Penatalaksanaan dan 

Pengawasan                              

E-Government dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Sistem 

Keamanan Informasi

Ditetapkannya 

Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi 

dan Jaring 

Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Analisis Kebutuhan 

dan Pengelolaan 

Sumber Daya 

Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

(Dokumen)

IK : Jumlah Orang 

Yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

IK : Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapan (Paket)

IK : Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik / penerangan 

Bangunan Kantor 

Yang Disediakan 

IK : Jumlah Unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan

IK : Jumlah laporan 

penyediaan Jasa 

Surat menyurat

IK : Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

IK : Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

IK : Persentase 

Perangkat Daerah yang 

menggunakan data 

Statistik untuk 

Perencanaan, 

Monitoring, dan 

Evaluasi Pembangunan 

dan/atau Penyusunan 

Kebijakan

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Perumusan 

Kebijakan Teknis 

Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik

IK : Jumlah Sumber 

Daya Komunikasi  

Publik yang Meningkat 

Kapasitasnya

IK : Jumlah Dokumen 

Penatalaksanaan dan 

Pengawasan Nama 

Domain dan Sub 

Domain dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Sistem 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Penatalaksanaan 

dan Pengawasan E -

Government dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Sistem 

Keamanan Informasi

IK : Jumlah Kebijakan 

Tata Kelola Keamanan 

Informasi dan Jaring 

Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Ditetapkan

IK : Jumlah Laporan 

Analisis Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi Sumber 

Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Pemda dalam 

Peningkatan Mutu 

Statistik Daerah

Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Statistik Sektoral

Sub Kegiatan 

Monitoring Opini dan 

Aspirasi Publik

Sub Kegiatan 

Terlaksananya 

Monitoring Informasi 

Kebijakan, Opini dan 

Aspirasi Publik

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Data dan 

Informasi Elektronik

Sub Kegiatan 

Pengembangan Aplikasi 

dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik 

dan Non Elektronik

Sub Kegiatan 

Penyediaan Layanan 

Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

-

Terlaksananya 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Sesuai Kebutuhan

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik sesuai 

kebutuhan

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

peralatan dan mesin 

sesuai kebutuhan

Meningkatnya 

Kapasitas SDM 

Pemerintah Daerah 

dalam Peningkatan 

Mutu Statistik

Terlaksananya 

Monitoring Opini dan 

Aspirasi Publik

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Data dan 

Informasi Elektronik

Terlaksananya 

Pengembangan Aplikasi 

dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik

Terlaksananya 

Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Berabasis Elektronik 

dan Non Elektronik

Tersedianya Layanan 

Keamanan Informasi 

untuk Perangkat 

Daerah di Tingkat 

Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 

mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan (orang)

IK : Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang disediakan 

IK : Jumlah laporan 

penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

daya air dan listrik 

yang disediakan 

IK : Jumlah peralatan 

dan mesin yang 

terpelihara sesuai 

dengan kebutuhan

IK : Jumlah SDM yang 

Meningkat 

Kapasitasnya dalam 

Peningkatan Mutu 

Statistik Daerah yang 

Terintegrasi

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Monitoring Opini 

dan Apirasi Publik

IK : Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

Menerapkan Koordinasi 

dan Sinkronisasi Data 

dan Informasi 

Elektronik

IK : Jumlah Aplikasi dan 

Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik yang 

Dikembangkan

IK : Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan 

Non Elektronik

IK : Jumlah Perangkat 

Daerah yang Telah 

Menggunakan Layanan 

Keamanan Informasi

Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Statistik Sektoral

Sub Kegiatan 

Monitoring   

Informasi   dan   

Penetapan   Agenda 

Prioritas Komunikasi 

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan 

Pengembangan dan 

Pengelolaan 

Ekosistem 

Kabupaten/Kota 

Cerdas dan Kota 

Cerdas

Sub Kegiatan 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah 

Daerah

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Sesuai Kebutuhan

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor sesuai 

kebutuhan

Terlaksananya 

Pemeliharaan 

gedung kantor 

sesuai kebutuhan

Meningkatnya 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Statistik Sektoral

Terlaksananya 

Monitoring Informasi 

dan Penetapan 

Agenda Prioritas 

Komunikasi 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 

Program Inovasi yang 

Diimplementasikan 

Sesuai dengan 

Masterplan Smart 

City

Terlaksananya 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah 

Daerah

- -

Jumlah Paket Bahan 

logistik kantor yang 

disediakan

IK : Jumlah laporan 

penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

disediakan

Jumlah Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara/direhabilita

si

IK : Jumlah Perangkat 

Daerah yang Mendapat 

Pelatihan Statistik 

Sektoral dari BPS

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Monitoring 

Informasi dan 

Penetapan Agenda 

Prioritas Komunikasi 

Pemda

IK : Jumlah Dokumen 

Program Inovasi yang 

Diimplementasikan 

Sesuai dengan 

Masterplan Smart City

IK : Jumlah Dokumen 

Pelaksanaan 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Sumber Daya 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah 

Daerah

Sub Kegiatan 

Penyediaan Barang 

Cetak  dan 

Penggandaan

Sub Kegiatan 

Membangun 

Metadata Statistik 

Sektoral

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

yang sesuai dengan 

Prinsip Satu Data 

Indonesia

Sub Kegiatan 

Pengelolaan   Konten   

dan   Perencanaan   

Media Komunikasi 

Publik

Sub Kegiatan 

Penyusunan Konten

Sub Kegiatan 

Pengelolaan 

Government Chief 

Information Officer 

(GCIO)

Sub Kegiatan 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pengembangan 

Ekosistem SPBE

Tersedianya Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan Sesuai 

Kebutuhan

Terbangunnya 

Metadata Statistik 

Sektoral

Terwujudnya Statistik 

Sektoral yang sesuai 

dengan Prinsip Satu 

Data Indonesia

Terlaksananya 

Pengelolaan Konten 

dan Perencanaan 

Media Komunikasi 

Publik

Terlaksananya 

Penyusunan Konten

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Government Chief 

Information Officer 

(GCIO)

Terlaksananya 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Pengembangan 

Ekosistem SPBE

IK : Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

IK : Jumlah Metadata 

Statistik Sektoral yang 

Dihimpun

IK : Jumlah kegiatan 

statistik sektoral 

yang telah dilengkapi 

metadata

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Konten dan 

Perencanaan Media 

Komunikasi Publik

IK : Jumlah Konten 

Informasi Publik

IK : Jumlah Dokumen 

Pengelolaan 

Government Chief 

Information Officer 

(GCIO)

IK : Jumlah Dokumen 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan SPBE

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang 

Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 

Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kab/Kota

Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup 

Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan 

Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 

Kab/Kota

Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring 

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Operasionalisasi Jaring 

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung 

dalam Jaring Komunikasi Sandi

Meningkatnya 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Statistik Sektoral

Terlaksananya 

Monitoring Informasi 

Kebijakan, Opini, dan 

Aspirasi Publik

IK : Jumlah pegawai 

yang mendapatkan 

pelatihan di bidang 

statistik

IK : Jumlah 

rekomendasi 

komunikasi terhadap 

isu publik yang 

berkembang dan 

usulan agenda 

komunikasi prioritas 

Pemerintah Daerah



Kegiatan 

Administrasi Umum  

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Sub Kegiatan 

Fasilitasi 

penyelenggaraan 

SPBE di lingkungan 

Pemda

Sub Kegiatan 

Koordinasi penyusunan 

dan/atau reviu arsitektur 

dan peta rencana SPBE 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD Sesuai 

Kebutuhan

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

SPBE di lingkungan 

Pemda

Terlaksananya 

koordinasi penyusunan 

dan/atau reviu arsitektur 

dan peta rencana SPBE 

Pemerintah Daerah

IK : Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Pelaksanaan 

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

IK : Jumlah media 

komunikasi publik milik 

pemerintah daerah 

yang dikelola maupun 

pemanfaatan media 

berbayar sesuai 

kriteria/juknis

IK : Jumlah laporan 

hasil fasilitasi 

penyelenggaraan 

SPBE di lingkungan 

Pemda

IK : Jumlah dokumen 

arsitektur SPBE 

Pemerintah Daerah yang 

memuat 6 domain 

arsitektur dan peta 

rencana yang diusulkan

IK : Jumlah Dokumen 

Hasil Pelayanan 

Informasi Publik

IK : Jumlah 

permohonan Informasi 

Publik yang 

diselesaikan sesuai 

peraturan perundangan

Sub Kegiatan 

Layanan Hubungan 

Media

Sub Kegiatan Relasi 

Media

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota

Sub Kegiatan 

Implementasi Inovasi 

Program Kota Cerdas 

sesuai dengan 

Masterplan Kabupaten 

atau Kota

Tersedianya Layanan 

Hubungan Media

Terlaksananya Relasi 

Media

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota

Terlaksananya 

Implementasi Inovasi 

Program Kota Cerdas 

Sesuai Dengan 

Masterplan Kabupaten 

atau Kota

IK : Jumlah Layanan 

Hubungan Media

IK : Jumlah aktivitas 

relasi media kepada 

media yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. terverifikasi dewan 

pers, dan 2. terdaftar di 

Dinas Kominfo, dan 3. 

aktif dalam kegiatan 

relasi media

IK : Jumlah perangkat 

daerah di pemerintah 

Kab/Kota yang 

terhubung dengan 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota

IK : Jumlah implementasi 

Inovasi Program Kota 

Cerdas sesuai dengan 

Masterplan 

Kabupaten/Kota Cerdas

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Hubungan 

Masyarakat, Media 

dan Kemitraan 

Komunitas

Sub Kegiatan 

Kemitraan 

Komunikasi dengan 

Komunitas Informasi 

Masyarakat

Sub Kegiatan 

Koordinasi 

pemanfaatan Aplikasi 

Umum SPBE

Penyediaan Akses 

Internet untuk Perangkat 

Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan SPBE

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Hubungan 

Masyarakat, Media 

dan Komunitas

Terlaksananya 

Kemitraan dengan 

Pemangku 

Kepentingan

Terlaksananya 

Koordinasi 

pemanfaatan Aplikasi 

Umum

Terlaksananya 

Penyediaan Akses 

Internet untuk Perangkat 

Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan SPBE

IK : Jumlah Dokumen 

Kemitraan dengan 

Masyarakat, Media dan 

Komunitas dalam 

Mendiseminasikan 

Informasi    Program 

atau Kebijakan

IK : Jumlah Komunitas 

Informasi yang aktif 

mendiseminasikan 

informasi dan terdaftar 

di Dinas Kominfo

IK : Jumlah Aplikasi 

Umum yang telah 

dimanfaatkan

IK : Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

memanfaatkan akses 

internet yang disediakan 

oleh Dinas

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup 

Pemerintah Daerah

NIP. 196605141994031007

Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana 

dan Prasarana Pendukung Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                

KOTA SAWAHLUNTO
Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan 

Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi 

dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota HALOMOAN, SH

Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau 

Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai 

dengan arsitektur dan peta rencana SPBE 

pemerintah daerah

Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
Terlaksananya Pembangunan dan/atau 

Pengembangan aplikasi khusus SPBE

IK : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau 

dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana 

SPBE pemerintah daerah

Pengembangan Insfrastruktur
Sub Kegiatan Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Berkembangnya Infrastruktur
Terlaksananya Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

IK : Jumlah Infrastruktur Statistik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik


